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MULAI 1 Januari lalu Indonesia resmi

menerapkan tarif Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) sebesar 12%. Kenaikan ini se-

jalan dengan amanat Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP No 7 tahun 2021, pasal 7 (1)).

Namun, kejutan muncul dari Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131

Tahun 2024 yang mengatur tentang dasar

pengenaan pajak (DPP) baru. Pasal 3 (3)

memperkenalkan DPP nilai lain dengan

perhitungan 11/12. Makna dari perhitun-

gan 11/12 adalah tarif pajak secara un-

dang-undang sudah berlaku sebesar 12%,

namun dengan adanya DPP nilai lain,

tarif pajak efektif yang berlaku tetaplah

11% selama masa transisi. Secara ringkas

isi PMK 131/2024 dapat dilihat pada

bagan.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Implementasinya UU HPP menim-

bulkan banyak kebingungan menjelang

akhir tahun 2024. Kisruh kenaikan PPN

memanas di tengah kondisi ekonomi yang

belum stabil. Presiden Prabowo menyata-

kan, kenaikan tarif PPN berlaku untuk

barang mewah saja. Namun pernyataan

tersebut berbanding terbalik, DJP mengu-

mumkan bahwa kenaikan berlaku untuk

semua barang. Ketidakpastian mengenai

barang dan jasa yang terdampak ke-

naikan PPN masih simpang siur diakhiri

dengan PMK 131/2024 yang telah diun-

dangkan, secara efektif berlaku mulai 1

Januari 2025. Kejadian ini menunjukkan

betapa dinamisnya ilmu perpajakan yang

terus bergerak mengikuti perubahan.

Drama kenaikan PPN 12% berbuah man-

is. Hal ini merupakan contoh pentingnya

pelaku usaha selalu siap menghadapi pe-

rubahan kebijakan. Meskipun membin-

gungkan, situasi ini menjadi tantangan

untuk terus belajar dan beradaptasi.

Mereka yang cepat tanggap dan mampu

menyesuaikan diri akan menjadi terde-

pan. Dengan mempertahankan tarif pajak

efektif sebesar 11% untuk sementara wak-

tu, diharapkan kenaikan harga barang

dan jasa tidak terlalu signifikan sehingga

tidak membebani masyarakat.

DPP Nilai Lain, ìRibetî?

Mengapa tidak langsung 12% saja?

Penjelasannya adalah terkait proses pene-

tapan peraturan menjadi undang-undang

membutuh waktu panjang dan rumit.

Terlebih APBN 2025 sudah disahkan, so-

lusinya hanya dengan menerbitkan perpu

atau peraturan perintah (PP). Namun,

agenda pemerintah yang cukup padat di

awal tahun ini cukup merepotkan jika

harus menerbitkan perpu saat ini. Karena

itu, cara terbaik dengan mengubah dasar

perhitungan pajak. Ini solusi sementara

sambil menunggu perubahan undang-un-

dang yang lebih permanen.

Tantangan Coretax dan DPP Nilai

Lain

Melalui PENG-41/PJ.09/2024, DJP me-

ngeluarkan pengumuman terkait dengan

penerapan coretax administration system

mulai 1 Januari 2025. Tantangan pertama

adalah terkait potensi permasalahan

kelebihan potong PPN. Dirjen Pajak

Suryo Utomo dalam konfrensi persnya

memastikan wajib pajak bisa mengajukan

pengembalian kelebihan pajak bila sudah

membayar dengan tarif PPN 12%. DJP

perlu secepatnya menentukan mekanisme

dan peraturannya, baik secara yuridis dan

sistem pada coretax.

Hal lain terkait dam-

pak kebijakan PPN 12%

adalah potensi terjadinya

deflasi. Pemerintah telah

menetapkan pagu paket

stimulus ekonomi yang

setidaknya mencapai Rp

30 triliun. Salah satunya

berupa insentif PPN

DTP (ditanggung peme-

rintah) untuk sembako,

properti, kendaraan lis-

trik dan, bantuan pa-

ngan, diskon listrik dan

BPJS ketenagakerjaan,

perpanjangan masa ber-

laku PPH final 0,5%, dan

lainnya. Namun, mam-

pukah stimulus ini un-

tuk mengangkat daya be-

li masyarakat? Ini men-

jadi tantangan tersendiri bagi investor

tentang kesinambungan fiskal di Indo-

nesia ke depan. Tantangan lainnya adalah

Barang/Jasa Kena Pajak yang tidak

menggunakan DPP nilai lain, sehingga

memerlukan aturan lebih lanjut.

Beberapa contoh di antaranya barang

hasil pertanian tertentu, kegiatan mem-

bangun sendiri (KMS), kendaraan bekas,

penyerahan LPG, dan lainnya.

Pada akhirnya, kebijakan kenaikan

PPN ini menekankan betapa pentingnya

adaptasi dan ketangkasan menghadapi

kebijakan perpajakan yang akan selalu

berubah-ubah. Meski ada kerumitan, ke-

bijakan ini memberi pelajaran bahwa sta-

bilitas fiskal memerlukan koordinasi, ko-

munikasi yang jelas, dan solusi yang

inklusif untuk semua pihak. Langkah ke

depan adalah memastikan bahwa per-

tumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal

dapat berjalan secara berkesinambungan.

Harapannya, Indonesia dapat mencapai

keseimbangan antara peningkatan pene-

rimaan negara dan keberlanjutan ekono-

mi masyarakat. (*)-d

*)Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih

SE MAcc Ak CA, Dosen Departemen

Akuntansi Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Ada Apa dengan Plengkung Gading?

Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih

Lima PMI ditembak di Perairan Malaysia, se-

orang tewas.

- Indonesia wajib protes keras.

***

Donald Trump usul bersihkan warga Palestina

dari Gaza.

- Beri contoh pelanggaran hukum interna-

sional.

***

Pemkot Yogya dukung program vaksinasi sapi.

- Mumpung belum terlambat.

Transisi PPN 12%: Solusi Sementara atau Beban Baru?

PLENGKUNG Gading sebagai bagian

Beteng Kraton, merupakan salah satu

penanda warisan dunia sumbu filosofi

Yogyakarta. Akhir-akhir ini banyak di-

perbincangkan dan memunculkan ba-

nyak tafsir serta pendapat masyarakat

tentang rencana penataan fungsi akses-

nya. Semua mengarah pada dampak ke-

rugian masyarakat pengguna akses kelu-

ar masuk. Ada apa dengan Plengkung

ini? adakah yang peduli dengannya?

menjawab hal tersebut, tampaknya perlu

‘me-refreshí kembali posisi penanda

tersebut dalam tujuan utama Yogyakarta

menjadi warisan dunia.

Menjadi Warisan Dunia Unesco de-

ngan tematik Kawasan Sumbu Filosofi,

yaitu aksis kosmologi (filosofi)

menjadi jatidiri dan landasan

hidup masyarakat Yogyakarta

memiliki tujuan besar. Tujuan

menjamin dan memastikan bah-

wa nilai budaya tersimbolkan

dalam bentuk penanda tersebut

akan terus lestari selamanya.

Nilai budaya dalam Sumbu

Filosofi Yogyakarta diakui dunia

sebagai nilai universal luar biasa

(Outstanding Universal Values),

dan memiliki keutuhan (integri-

ty) dan keaslian (authenticity).

Di dalam pengakuan nilai bu-

daya tersebut, alasan keunggu-

lan Sumbu Filosofi menjadi

warisan dunia karena dikelola

dengan sistem yang berlangsung

sejak diciptakan sampai saat ini

diturunkan dari generasi ke ge-

nerasi. Sistem tersebut adalah

sistem pengelolaan tradisional

Kraton (Tata Rakiting Wewangunan dan

Paprentahan). Sistem ini berkolaborasi

dengan sistem pemerintahan sekarang.

Unesco mengakui dan menghormati 2

sistem (tradisional dan modern) berjalan

terpadu untuk menjaga dan menguatkan

nilai penting ini.

Tahapan mengkontekstualisasi nilai

filosofi, memiliki tantangan dan tang-

gung jawab besar untuk ‘mengemba-

likaní arah kehidupan masyarakat se-

suai tujuan. Tanggung jawab tersebut ti-

dak semata pada penataan fisik kawasan

yang menjadi penanda filosofi tersebut,

tetapi jauh lebih berat mengedukasi ma-

syarakat tentang pemahaman makna

filosofi.

Sesuai dengan tantangan saat ini, DIY

‘berjanjií kepada Dunia melalui Doku-

men Rencana Pengelolaan (Management

Plan) secara bertahap melaksanakan ke-

bijakan pengelolaan melindungi penanda

dan nilainya, yang akan menjadi media

pembelajaran masyarakat dari generasi

ke generasi. Pengelolaan, fokus pada

upaya mengatasi tekanan/ancaman pada

objek penanda secara bertahap. Pleng-

kung Gading salah satunya, menjadi

sasaran karena teridentifikasi memiliki

kerentanan dengan beberapa tekanan.

Terkait tekanan, Rekomendasi Unesco

adalah memperkuat implementasi Heri-

tage Impact Assessment (Analisa Dam-

pak Warisan Budaya), sebagai upaya

memitigasi dampak tekanan yang

muncul akibat aktifitas di sekitar objek.

Tekanan tersebut adalah:

1. Tekanan (pembangunan) Infrastruk-

tur

Manajemen lalu lintas via Plengkung

Gading sudah membebaninya dan men-

gancam struktur bangunan fisik.

Akhirnya, terjadi kerusakan struktur pa-

da plengkung ini.

2. Tekanan Lingkungan

Bottleneck arus lalulintas di Plengkung

sebagai pintu masuk ke kawasan alun-

alun kidul menurunkan daya dukung

lingkungan, dengan tingginya emisi kar-

bon di sekitarnya.

3. Tekanan Budaya dan Pariwisata

Plengkung Gading sebagai akses me-

nuju ‘tujuan wisataí alun-alun kidul, ter-

dampak dengan kapasitas daya dukung

dan kampung wisata yang tidak mampu

dikendalikan oleh pengelolaan tradision-

al Kraton yang diakui Unesco. Untuk

mengedukasi dan memahamkan masya-

rakat tentang peran pengelolaan tradi-

sional Kraton, dalam menjaga dan

melestarikan nilai budaya asetnya men-

jadi penting. Menyadari dan menghor-

mati fungsi kultural Kraton dalam me-

ngelola dan memitigasi tekanan terha-

dap nilai tradisinya melalui penanda

/atribut Plengkung Gading dan seki-

tarnya penting untuk dipahami. Bahkan

mitigasi menjadi kewajiban implemen-

tasi dokumen rencana pengelolaan

(Management Plan) warisan dunia, yang

‘dijanjikaní Yogyakarta kepada Unesco.

4. Tekanan Ekonomi/Perdagangan

Plengkung Gading sebagai akses

menuju alun-alun kidul dan jeron beteng

yang menjadi magnet ekonomi/perdagan-

gan, justru membebaninya, sehingga per-

lu mengantisipasinya.

5. Tekanan Masyarakat

Masyarakat penerima manfaat dari

keberadaan akses Plengkung, kurang pa-

ham dan cenderung tidak peduli bahwa

secara fisik, makna kultural merupakan

bagian halaman belakang dan pintu ger-

bang belakang Kraton. Secara tradisi

peran Plengkung Gading memang privat

untuk menghormati perjalanan

akhir seorang raja. Menya-

darkan masyarakat melalui pe-

nataan bertahap tentang aspek

manajemen lalulintas, perda-

gangan, dan wisata budaya

menjadi outcome sasaran pem-

batasan akses Plengkung

Gading. Inilah makna kultural

filosofi dengan saling memper-

hatikan hak dan kewajiban se-

cara proporsional.

Jadi Penataan akses

kawasan Plengkung Gading

akan diujicobakan bukan diba-

ca sebagai rekomendasi Unesco,

tetapi dibaca sebagai upaya un-

tuk memenuhi rekomendasi

UNESCO. Upaya diwujudkan

menjadi sejumlah kegiatan nya-

ta untuk mencapai rekomen-

dasi tersebut. Intinya adalah

kesejahteraan bersama dengan

menjaga nilai universal luar biasa (out-

standing universal values), keutuhan (in-

tegrity), dan keaslian (authenticity).

Unesco tidak pernah mendikte, Unesco

sangat menghormati kebijakan setem-

pat. Kalau dunia bisa menghormati, ke-

napa kita tidak? (*) - d

*)Dian Lakshmi Pratiwi, Kepala

Dinas Kebudayaan DIY.

Dian Lakshmi PratiwiInsiden Penembakan PMI di Malaysia
SUNGGUH ironis, ketika Presiden

Prabowo Subianto menerima gelar

penghargaan Darjah Kerabat Johor

Yang Amat Dihormati Pangkat Perta-

ma (D.KI Johor)Ñ yang melambang-

kan hubungan sangat erat antara

dirinya dengan Malaysia dan Kesul-

tanan Johor, di sudut lain terjadi

penembakan lima pekerja migran

Indonesia (PMI) non prosedural di

Perairan Malaysia. Akibatnya, se-

orang tewas, satu lainnya kondisi kritis

dan tiga orang dirawat di beberapa ru-

mah sakit di Selangor Malaysia. Me-

reka ditembak oleh Agensi Penguat-

kekuasaan Maritim Malaysia (AP-

MM).

Menurut Direktur Perlindungan

WNI Kementerian Luar Negeri RI

Judha Nugraha, penembakan di-

lakukan karena WNI tersebut diduga

melakukan perlawanan saat dihen-

tikan oleh APMM (KR 28/1).

Benarkah demikian ? Bagaimana

mungkin kelima PMI ini bisa melaku-

kan perlawanan terhadap APMM

yang dilengkapi dengan persenjataan

modern ? Kalaupun mereka bertahan

atau bahkan menghindar, pun tak

bakalan bisa lolos dari kejaran APMM.

Kita sangat menyayangkan pernyata-

an Judha Nugraha yang terkesan

menyederhanakan masalah. 

Sangatlah tidak masuk akal bila ke-

lima PMI non prosedural itu melaku-

kan perlawanan terhadap APMM

yang dilengkapi senjata lengkap.

Pernyataan berbeda disampaikan

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (P2MI) Christina

Aryani yang mengecam keras tin-

dakan penggunaan kekuatan berlebi-

han oleh otoritas Malaysia. Ia pun me-

minta Pemerintah Malaysia mengusut

penggunaan senjata api yang menye-

babkan hilangnya nyawa dan melukai

beberapa WNI.

Hemat kita, tindakan APMM me-

mang sangat berlebihan dan harus

diusut hingga tuntas. Mereka dengan

mudahnya menembak mati dan

melukai WNI. Apakah karena mereka

PMI non prosedural, lantas boleh

diperlakukan semena-mena dan dihi-

langkan nyawanya ? Ini bukan hanya

menyangkut masalah satu nyawa WNI

berstatus PMI non prosedural yang

ditembak mati oleh APMM, melainkan

menyangkut hak manusia untuk hidup

dan tidak diperlakukan secara seme-

na-mena yang diakui oleh hukum dan

konvensi internasional.   

Mungkin benar bahwa kelima PMI

itu melakukan pelanggaran, yakni non

prosedural dan tidak dilengkapi doku-

men, namun tentu ada mekanisme

penyelesaian yang manusiawi dan ti-

dak melanggar hukum internasional.

Kita mendukung usulan Wakil Ketua

DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad agar

Kementerian Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (KP2MI) memben-

tuk tim investigasi guna mengungkap

insiden berdarah tersebut secara

transparan.

Tak hanya itu,  kita juga mendorong

agar Kementerian Luar Negeri dan

KP2MI segera mengambil langkah-

langkah diplomatik, minimal melaku-

kan protes keras atas insiden penem-

bakan WNI yang berstatus PMI non

prosedural tersebut. Kita sangat

meyakini bahwa insiden tersebut

merupakan bentuk  penggunaan

kekuatan yang berlebihan atau ex-

cessive use of force. Mengapa mere-

ka yang notabene tidak bersenjata

ditembaki hingga tewas ?  Sangatlah

tidak masuk akal bila kelima PMI non

prosedural ini melakukan perlawanan.

Dengan pengungkapan secara

transparan insiden berdarah yang di-

alami WNI di Malaysia, kita berharap

tidak menurunkan derajat persaha-

batan Indonesia dengan Malaysia.

Sebaliknya, ini menjadi momentum

bagi Malaysia untuk membuktikan

komitmennya menjaga persahabatan

dengan Indonesia, antara lain dengan

mengungkap tuntas dan transparan

kasus penembakan oleh APMM ter-

hadap 5 PMI non prosedural yang

mengakibatkan seorang meninggal.

Lebih dari itu, kita juga mengakui

bahwa perlidungan PMI di Negeri

Jiran masih sangat lemah. Banyak di

antara mereka yang tidak memiliki ak-

ses untuk mendapatkan informasi

dan perlindungan hukum serta keadi-

lan secara memadai. ❑ - d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH
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redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan
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yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.
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